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Kecurangan Proses Pemlllhan
Kepala Desa Ditangani LBH

Yogyakarta, Kompas

" Lembaga Bantuan Hukum
(LLBH) Yogyakarta saat ini tengah
‘menangam laporan penduduk me-
‘nyangkut pemilihan kepala desa
dari enam kelurahan di tiga pro-
pinsi. Laporan yang masuk sebu-
lan terakhir itu hampir senada,
yakni  dijumpainya berbagal
bentuk kecurangan dalam pesta
.demokrasi tingkat desa. Keenam

* laporan, dua darlDaerah Istimewa
- 'Yogyakarta,

‘satu  dari, Jawa
Tengah dan tiga dari Jawa Timur.

Kepada Kompas Kamis lalu,
.Direktur LBH Yogyakarta Artijo
Alkostar SH mengatakan,. pihak-

nya .telah melakukan pencekan

terhadap tiga laporan dari Jawa
‘Timur dan Kabupaten Sleman
.(DIY). Hasilnya, tambah Artijo,
memang ‘ada_kecurangan dalam

" bupati.
ada tindak lanjutnya,” ujar Artijo

proses pemlhhan kepala desa se-
tempat yang merugikan pendu-
duk- sebagai pemilih. "Laporan
dan bukti-bukti mengenaij berba-
gai bentuk kecurangan itu, sudah
kami laporkan ke masing-masing
Meski demikian, belum

di kantornya.

Pihaknya akan menunggu lagi
reaksi dari tiap-tiap bupati yang
diberi laporan. Namun jikasampai
saatnya belum ada tindak-lanjut-
hya akan dilaporkan ke instansi
yang lebih atas. "Syukur bisa
diselesaikan sebelum mereka di-
lantik,” katanya tegas.

Pelantikan kepala desa biasanya

menunggu kalau situasinya sudah .
memungkinkan. Pelantikan ini .

dilakukan bupati mewak111 gu-
bernur.

Berbagai kecurangan

Dari berbagai laporan ke pihak-
nya Artijo menyimpulkan, di be-
berapa daerah timbul kesan pé-
milihan kepala desa telah dipoliti-
sasikan. Calon dari golongan ter-
tentu. meski tak mendapat du-
.kungan rakyatnya, ia harus digol-
kan lewat berbagai cara. Antara
lain, intimidasi
calon pemilih agar memberi suara
kepada calon kepala desa bersang-
kutan. "Ini tak sehat,” cetus Artijo.
Kasus lainnya adalah memang-
gil calon pemilih dari luar daerah.
Meskipun calon pemilih itu tak
ber-KTP (kartu tanda penduduk)
setempat, mereka bisa memberi
suara. Kasus demikian, menurut

mojo (Gunungkidul, DIY) dan
Rejowinangun (Purworejo, Jawa

) fTengah)

!

Kepada LBH Yogyakarta, pen-
i duduk dari Karangmojo dan Rejo-
winangun tersebut melaporkan
. bahwa jumlah penduduk. setem-
pat yang berhak memberi suara
; tiba-tiba membengkak. Dari pene-
' lusuran kemudian terbukti, salah
! satu calon kepala desa telah meng-
, undang pulang sanak familinya
, yang tinggal di rantau. . Walau
mereka itu adalah. penduduk se-
tempat namun sebetulnya tak
. punya hak pilih, karena tak lagi
' memegang KTP di sana. Calon
' kepala desa ini dalam perhitungan
,suara menempati urutan teratas,
' tetapi kemudian diprotes pendu- .

terhadap para

Artxjo, diterimanya darx Karang- .

duk yang mengetahm ada kecu-
rangan.
‘ Laporan diabaikan
Berbagai bentuk kecurangan
tadi langsung dilaporkan ke
camat. Namun camat sebagai pe-
mimpin di daerah menanggapi
laporan yang disertai data itu
secara dingin. Karenanya pendu-
duk yahg merasa dirugikan mem-
bawa persoalan ke LBH agar
ditangani lebih lanjut. Demikian

. Artjjo.
Ia mengungkapkan, bentuk ke:.
curangan lainnya adalah pemalsii-

an ijazah. Penduduk melaporkan,
kepala desa terpilih sebetulnyatak
berijazah. Tetapi mengapa ke-
mudian yang bersangkutan tiba-
tiba bisa mengajukan ijazah SMP
untuk persyaratan kepala desa.
Kasus ini terjadi di Situbondo dan
Sampang. "Kami telah menelusuri
calon terpillh memang hanya
sampai kelas II Sekolah Dasar.
Setelah " dicek di kabupaten ia
memiliki ijazah SMP,” tegas
Artijo.

LBH Yogyakarta melacak juga
ke sekolah yang mengeluarkan
ijjazah. Menurut Artijo, uang juga
berperan dalam proses pemilihan
kepala desa walau merupakan
suatu larangan. Beberapa saat
sebelum pemilihan berlangsung,
seorang calon mendatangl para
pemilih sambil membagikan
uang. Di’ Yogyakarta, pasaran
yang diberikan ke calon pemilih
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